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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada
“Allah SWT” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah
diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang
“LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA DI
KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU JIKA
DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM YANG DI
HUBUNGAN DENGAN PASAL 56-62 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN".

Kami mohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan,
referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku
terkait “LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR WARGA
NEGARA DI KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN
INDRAMAYU JIKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM
YANG DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 56-62 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN". Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan
merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif
dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis,
skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak pihak
yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam
menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan
contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum
maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih
tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami
meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar

kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah
buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak,
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yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta
membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas
kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga
bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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BAB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai

suku serta adat istiadat yang berbeda antara suku yang satu

dengan suku yang lain, demikian juga mengenai perkawinan

terhadap masing - masing suku dan adat istiadat tersebut.

Didalam penjelasan umum sub. 2 Undang-undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bagi berbagi golongan, warga

negara dan berbagai warga daerah seperti berikut :

1.

Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam talah
diresepsi dalam Hukum Adat;

Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;

Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku
Huwelijke Ordonantie Chisten Indonesiers (HOCI)
Staatblad 1933 Nomor 74;

Bagi orang Timur Asing lainya dan WNI Keturunan Cina
berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dengan sedikit perubahan;

Bagi orang Timur lainnya dan WNI Keturunan Timur Asing
lainya serta WNA tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
Bagi orang-orang Eropa dan WNI Keturunan Eropa dan
yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-
undang Hukum Perdata



BAB PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Pekawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi
berdasarkan ketentuan Yang maha Esa, Pasal I UU No. 1 tahun
1974. Dari pengertian tersebut di atas dapat di lihat ada
beberapa unsur dari perkawinan itu sendiri, Yaitu :
1. Adanya ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan seorang Wanita
3. Sebagai suami isteri dan membentuk keluarga yang bahagia,

kekal dan abadji;

4. Berdasarkan ketentuan yang Maha Esa

Adanya ikatan lahir batin

Berarti adanya persetujuan dan persesuaian kehendak
yang berdasarkan atas kemauan yang suci untuk mengadkan
ikatan dalam status suami isteri yang mempunyai pengaruh
besar terhadap masyarakat lingkuannya, oleh karena itu
masyarakat haruslah menghormati ikatan tersebut.

Antara seorang pria dan sorang wanita
Dalam unsure ini terkandung suatu prinsip bahwa azas
perkawinan adalah monogamy. Jadi seorang suami pada



BAB PERCERAIAN

A. Menurut Hukum Islam

Kata penceraian ini sebenarnya arti yang ama dengan
putusnya perkawinan, di samping itu juga bahwa kata
penceraian ini lebih sering di ucapkan dalam masyarakat, sebab
lebih praktis untuk di dengar walaupun perceraian ini
merupakan akibat yang sangat buruk sekali.

Sebagaimana telah di ketahui bahwa perceraian ada
karena adanya perkawinan. Dimana tidak ada perkawinan
maka tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan
merupakanawal hidup bersama sebagai suami isteri dan dan
perceraian sebagai akhir hidup antara suami isteri. Dalam islam
di tentukan bahwa hanya dua kali saja yang memperolehkan
talaq yang di rujuk dalam masa iddah, sebagaimana firman
Allah SWT dalam Al-Qur’an

“Talaq yang dapat di rujuk duakali, setelah itu boleh

rujuk kembali dengan cara yang ma’ruf. Atau

menceraikannya dengan cara yang baik”

Apabila suami telah melakukan talaq yang ketiga kali
maka habislah hak talaq suami, karena itu hilang pula haknya
untuk rujuk kembali kepada isterinya. Dalam hal ini ada
pengecualian, dimana jika bekas isterimya telah menikah
dengan laki-laki lain/suami lain yang telah di sempurnakan
kehidupan itu serta telah di talaq pula oleh suami lain itu. maka
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AKIBAT YURIDIS DARI
SUATU PERKAWINAN
YANG ILEGAL

Profil Anjatan

Sebelum kita membahas Akibat Yuridis Perkawinan
yang llegal, terlebih dahuku kita membahas Kecamatan
Anjatan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dimana
kecamatanAnjatan merupakan salah satu Kecamatan yang
keberadaannya di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia. Anjatan terletak paling timur wilayah Kabupaten
Indramayu. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Bongas dan Patrol. Sebelah utara berbatasan dengan
Kecamatan Sukra. Sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Hargeulis. Sedangkan, sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Subang.

Luas wilayah Kecamatan Anjatan adalah 7.676 KM2. Kecamatan
Anjatan terdiri dari 13 desa. Berikut adalah data BPS tahun 2017 secara
lengkap:



BAB
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PENCERAIAN ADAT
DI INDRAMAYU

Terjadinya Perceraian

Sebagaimana kita ketahui bahwa perceraian ada karena
adanya perkawinan, karena apa bila tidak ada perkawinan
tentu tidak akan ada perceraian. Karena itu perkawinan
merupakan awal hidup bersama sebgai suami istri dan
perceraian merupakan akhir hidup bersama suami istri.

Menurut  ketentuan pasal 38 Undang-undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan
dapat putus karena : kematian, perceraian serta atas keputusan
pengadilan.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan perihal
perceraian di daerah Kabupaten Indramayudengan segala
aspek yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut.
Dalam hal ini yang menjadi latar belakang terjadinya suatu
perceraian di Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Karena rendahnya tingkat pendidikan Masyarakat.

2. Karena rendahnya pendapatan perkapita (Ekonomi).

3. Karena kawin usia muda.

Ad. 1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat :

Tingkat pendidikan yang rendah dari dari
masyarakat =~ menyebabkan banyak  dilakukan
perceraian. Hal tersebut dikarenakan dengan
rendahnya pendidikan maka kurang memahami apa
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LAMPIRAN

‘ﬁw')’
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974
Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang; :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita
untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya
Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi
semua warga hegara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-
undang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IV/MPR/1973.
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TENTANG PENULIS
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tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan
Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di
LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa
Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan
SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan
& Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi
sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun
2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian
Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam
Bendera dalam Pengadaan  Perspektif Realita Lapangan &
Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan
Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN
tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awarness,
Understanding & Implementing Quality Management System di
LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa
Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi
Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22
Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan &
Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai
dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020,
New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform
While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan
dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi
BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN
tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality
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Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam
Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep
Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN
tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang &
Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam
Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk
Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi
di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP
Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP
Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis
bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 &
Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer
(TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di
BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di
BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-
KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-
Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di
LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh
BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International
Quantitative ~ Research (CIOnR) di  Quantum  HRM
International KAN tahun 2021, Certified International Qualitative
Research (CIQaR) di Quantum HRM International KAN tahun
2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan
tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di
SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu
tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen
STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol
Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia
Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun
2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun
2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal
Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga
Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua
Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert
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Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh
Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun
2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan
Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang,
Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan
Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant
di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT.
Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d
Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak
+62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga
bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas
Muhammadiyah Makassar, J1. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

Makassar, 18. September 2021
Hormat Kami,

Stags.,

A Junaedi Karso
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